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ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi komunikasi organisasi dalam mengelola informasi publik melalui
media sosial di Polda Sumatera Barat dengan menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya studi
kasus. Dengan menerapkan paradigma konstruktivisme, penelitian ini bertujuan untuk memberikan
gambaran yang komprehensif tentang praktik komunikasi organisasi di lembaga penegak hukum.
Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder
diperoleh dari dokumentasi dan literatur yang relevan. Teknik analisis data menggunakan model
interaktif, yang melibatkan empat langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pengelolaan informasi publik
yang efektif melalui media sosial untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan citra
institusi penegak hukum. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai
landasan untuk perbaikan dan pengembangan praktik komunikasi organisasi di lembaga penegak
hukum dan lembaga sejenis. Implikasi dari penelitian ini juga merangsang pemikiran untuk
menyelidiki lebih lanjut strategi komunikasi yang lebih efektif dalam konteks yang berkembang
pesat seperti media sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan
berharga tentang praktik komunikasi organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam
konteks manajemen informasi publik di era digital saat ini.

Kata Kunci: Kormunikasi Organisasi, Informasi Publik, Media Sosial

ABSTRACT

This study explores organizational communication in managing public information through social
media at the West Sumatra Regional Police using a qualitative approach, specifically a case study. By
applying the constructivism paradigm, this study aims to provide a comprehensive picture of
organizational communication practices in law enforcement agencies. Primary data were obtained
through interviews and direct observation, while secondary data were obtained from relevant
documentation and literature. The data analysis technique used an interactive model, which involved
four steps: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results
of this study indicate the importance of effective public information management through social
media to maintain public trust and improve the image of law enforcement institutions. The findings
and recommendations of this study can serve as a foundation for improving and developing
organizational communication practices in law enforcement agencies and similar institutions. The
implications of this study also stimulate thinking to further investigate more effective
communication strategies in a rapidly evolving context such as social media. Thus, this study not
only provides valuable insights into organizational communication practices but also makes
important contributions in the context of public information management in the current digital era.
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PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi salah satu alat komunikasi paling populer di era digital
saat ini untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Peran media sosial dalam
mengelola informasi publik, termasuk dalam konteks pelayanan publik, sangatlah penting.
Polda Sumatera Barat juga memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Pengelolaan informasi publik melalui media
sosial di Polda Sumatera Barat dilakukan oleh Divisi Hubungan Masyarakat (Bidhumas) yang
bertanggung jawab atas pengelolaan, penyajian dan dokumentasi informasi yang dapat
diakses oleh publik. Selain itu, Bidhumas juga menjalin kerja sama, serta melakukan analisis
dan evaluasi terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Namun, sementara tugas dan fungsi
Bidhumas sangat penting, mereka juga menghadapi beberapa kelemahan dan
tantangan.(Dupa et al., 2024.)

Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya peran Bidhumas dalam memberikan
pelatihan dan bimbingan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
berbagai unit kerja di Polda, Sumatera Barat. Hal ini disoroti oleh Kepala Sub Bagian
Manajemen Informasi dan Dokumentasi (PID) Polda Sumbar, yang menyatakan bahwa
kurangnya anggaran untuk pelatihan tersebut mengakibatkan kurangnya kompetensi di
antara PPID Satker dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Tidak adanya pelatihan reguler telah menyebabkan kesenjangan kompetensi antara
Bidhumas dan PID Satker di Polda, Sumatera Barat. Hal ini terlihat pada kegiatan liputan,
dimana PPID unit kerja Polda Sumatera Barat sering meminta bantuan dari Bidhumas.
Padahal, setiap unit kerja di lingkungan Polda Sumbar seharusnya memiliki PPID
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya
banyak PPID unit kerja yang masih mengutamakan tugas perencanaan di atas tugas dan
fungsi PPID. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya cakupan kegiatan terkait PPID dari
unit kerja Polda Sumbar, terutama ketika beberapa kegiatan terjadi secara bersamaan dan
jumlah sumber daya manusia di Bidhumas terbatas.



Polda Sumbar telah mengadopsi layanan keterbukaan informasi publik di era digital
melalui Bidhumas Polda Sumbar dengan mengimplementasikan aplikasi berbasis website
bernama SPIT (Integrated Information Service System). Aplikasi ini berperan sebagai media
monitoring yang terintegrasi dengan Divisi Humas (Divhumas) Mabes Polri. SPIT
memungkinkan pemantauan kegiatan PPID dari seluruh unit kerja, membedakan antara
yang aktif dan pasif dalam mengelola informasi dan dokumen melalui media sosial.

Seluruh Satker PPID Polda Sumbar diwajibkan tidak hanya melaporkan kegiatannya
melalui SPIT, tetapi juga mengelola informasi dan dokumen melalui media sosial yang
terverifikasi seperti Facebook, Instagram, X, Youtube, Tiktok, dan portal website. Namun,
saat ini hanya beberapa Satker yang telah memverifikasi akun media sosial, sementara yang
lain masih tidak. Melalui media sosial, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif
dalam memantau PPID Polda Sumatera Barat dan memberikan umpan balik. Namun,
implementasi ini masih menghadapi kendala, seperti ego sektoral di antara unit kerja PPID
dan fokus pada personal branding.

Bidhumas Polda Sumbar juga memantau PPID melalui grup WhatsApp, yang
memungkinkan kegiatan PPID dapat dipantau. Namun, persoalan terkait alokasi anggaran
untuk pelatihan dan pembinaan PPID masih ada, sehingga mengakibatkan sejumlah PPID
tidak mendapatkan pelatihan intensif. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesiapan PPID
dalam menghadapi situasi krisis, seperti yang terjadi dalam kasus pembubaran masyarakat

Polda Sumbar juga dihadapkan pada masalah pengelolaan akun media sosial yang
belum terverifikasi dan kurangnya koordinasi dalam penggunaannya. Namun, sisi positifnya,
anggota Polda Sumbar terlibat aktif dalam penyampaian informasi kepada masyarakat
melalui media sosial, meski tidak semuanya terverifikasi. Untuk mengatasi masalah ini,
langkah-langkah seperti pelatihan, manajemen SOP, dan peraturan yang lebih ketat perlu
diterapkan. Selain itu, Bidhumas Polda Sumbar memiliki Sub Bagian Informasi Publik
(Subbidpenmas) yang membantu mengelola informasi publik  sebelum
dipublikasikan.(Imadudin, Nuralia, dan Royyani, 2024) Dengan demikian, Bidhumas Polda
Sumbar berperan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, pelayanan publik melalui
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portal website Divhumas Polri, serta pengelolaan isu krisis media digital dan elektronik.
Sementara media sosial telah membawa manfaat dalam penyampaian informasi publik,
masih ada tantangan yang perlu ditangani, seperti pengelolaan akun yang tidak diverifikasi
dan penanganan informasi yang tidak valid. Penting bagi Polda Sumatera Barat untuk
menggunakan media sosial dengan kehati-hatian, transparansi, dan responsif terhadap
umpan balik masyarakat untuk memperkuat komunikasi organisasi dan meningkatkan
kepercayaan publik.(pada dan 2024,)

Komunikasi memainkan peran penting dalam mengelola informasi publik secara
efektif dalam konteks organisasi, seperti Polda Sumatera Barat. Dalam lembaga penegak
hukum, komunikasi yang efektif adalah kunc untuk menjaga kepercayaan publik,
membangun legitimasi organisasi, dan melibatkan masyarakat dalam mendukung
pekerjaannya. Bahkan sebelum era media sosial, lembaga penegak hukum telah mengakui
pentingnya komunikasi strategis dengan media massa untuk membentuk persepsi publik
tentang kejahatan dan mempertahankan citra polisi yang positif. (Studi, 2024)Dengan
munculnya media sosial, lembaga penegak hukum memperoleh alat baru yang kuat untuk
mengelola opini publik dan berinteraksi dengan masyarakat (Dengan meningkatnya
pengakuan akan kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi
organisasi melalui praktik distributif dan keadilan, telah ada unit hubungan masyarakat yang
profesional dan terpusat untuk mengelola citra polisi). Media sosial telah menjadi bagian
integral dari strategi komunikasi lembaga penegak hukum di seluruh dunia, termasuk Polda
Sumatera Barat.

Negara menjamin hak asasi manusia dalam kaitannya dengan memperoleh
informasi. Salah satu indikator negara demokratis adalah kemampuan rakyatnya untuk
menyuarakan ide dan pendapat mereka, terlibat dalam pembangunan, melakukan kontrol
sosial, dan memperoleh informasi yang cepat, akurat dan benar. Berdasarkan UUD 1945,
pemerintah telah membuat undang-undang yang lebih spesifik, seperti UU No. 14/2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mengatur segala hal yang berkaitan
dengan informasi publik.

Dalam konteks ini, hubungan masyarakat adalah lembaga vital dalam



pemerintahan.(Hidayat, et.al, 2024) Kinerja pemerintah yang kondusif tidak terlepas dari
peran humas dalam merancang dan mengelola informasi untuk menjalin komunikasi dua
arah dengan berbagai pihak, komunitas, dan latar belakang lainnya. Humas, sebagai
penghubung, juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan masukan kepada pimpinan
mengenai kebijakan dan rencana kerja, dan presensi harus menanggapi saran dari humas.
Jalannya pemerintahan yang harmonis dapat terganggu jika tidak ada koordinasi yang baik
antara keduanya. Membangun citra positif pemerintah adalah tugas utama humas. Hamad
menjelaskan bahwa komunikasi dua arah lebih efektif daripada komunikasi satu arah, dan
itulah peran humas dalam membangun komunikasi dan menyampaikan informasi dengan
baik.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Tri Widyasari et al (2017), telah
mengakui pentingnya media sosial dalam komunikasi organisasi dan manajemen informasi
publik. Selain itu, studi lain tentang penggunaan media sosial dalam public relations juga
menyoroti pentingnya media sosial dalam meningkatkan citra dan reputasi organisasi
(Haryanti &; Rusfian, 2018). Studi lain oleh Waters & Tindall (2010) menunjukkan
penggunaan media sosial dalam manajemen krisis dan partisipasi dan transparansi melalui
penerapan praktik e-government. Namun, penelitian oleh Gruda &; Ojo (2022) menemukan
adanya kesenjangan komunikasi ketika memanfaatkan media sosial dalam komunikasi
krisis. Mereka menemukan bahwa penanganan komunikasi krisis yang tidak tepat di media
sosial dapat merusak reputasi organisasi. Studi oleh Meerman &; Van Reijmersdal juga
menemukan bahwa kecemasan dalam komunikasi krisis organisasi dapat memprediksi
kecemasan publik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut
mengenai komunikasi organisasi dalam mengelola informasi publik melalui media sosial di
Polda Sumatera Barat. Komunikasi organisasi adalah kunci dalam manajemen untuk
mengatasi dinamika kelompok dalam mencapai tujuan. Selain komunikasi organisasi, unsur-
unsur lain seperti kepemimpinan yang kuat, standar dan prosedur operasional, perencanaan,
organisasi, kegiatan, kontrol, dan evaluasi juga terlibat dalam manajemen. Dalam sebuah
lembaga, khususnya lembaga komunikasi massa, komunikasi organisasi merupakan mata



rantai yang tidak boleh putus dalam membangun suatu sistem untuk mencapai tujuan.
Keberhasilan manajemen, terutama manajemen baru, sangat ditentukan oleh kekuatan
komunikasi organisasi antara elemen, kelompok dan individu di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah
studi kasus dan bersifat deskriptif. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk
memberikan gambaran yang komprehensif tentang komunikasi organisasi dalam mengelola
informasi publik melalui media sosial di Polda Sumatera Barat. Paradigma konstruktivisme
yang digunakan menekankan pada analisis sistematis tindakan sosial yang bermakna melalui
pengamatan langsung terhadap aktor sosial. Sumber data primer diperoleh melalui
wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan
literatur yang relevan. Informan penelitian dipilih secara purposif berdasarkan kriteria
tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif,
yang terdiri dari empat langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini memberikan kontribusi penting
bagi pemahaman pentingnya komunikasi organisasi dalam mengelola informasi publik
melalui media sosial di Polda Sumatera Barat. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini
dapat berfungsi sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembangan praktik komunikasi
organisasi di lembaga penegak hukum dan lembaga serupa lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi polisi di Sumatera Barat melalui media sosial

Media sosial telah menjadi saluran komunikasi utama Kepolisian Daerah Sumatera
Barat dalam menyebarluaskan berbagai jenis informasi publik kepada masyarakat. Salah satu
jenis informasi yang rutin disampaikan melalui platform media sosial adalah pengumuman
kegiatan polisi. (Rahayu et al., 2020a) Ini termasuk informasi terkait operasi keamanan, patroli
rutin, dan kegiatan penegakan hukum lainnya yang sedang atau akan dilaksanakan oleh



polisi.(Sari et al., 2021) Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang upaya polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Kepolisian Daerah Sumatera Barat juga menggunakan media sosial untuk memberikan
notifikasi tentang peristiwa penting yang terjadi di wilayah hukumnya. Ini dapat mencakup
laporan kecelakaan lalu lintas, kebakaran, atau insiden lain yang memiliki dampak signifikan
terhadap keselamatan atau kesejahteraan masyarakat.(Yulianti, 2018) Tujuannya adalah
untuk memberikan informasi secara real-time kepada masyarakat sehingga mereka dapat
mengambil tindakan yang tepat jika terlibat dalam situasi tersebut.

Informasi pelayanan publik juga sering disebarluaskan melalui media sosial oleh Polda
Sumatera Barat. Ini termasuk panduan membuat laporan kehilangan properti, prosedur
aplikasi lisensi, atau informasi tentang layanan bantuan darurat yang dapat diakses oleh
publik.(Dewi, 2012) Dengan memberikan informasi ini secara online, polisi dapat
mempermudah akses masyarakat terhadap layanan yang mereka butuhkan.

Media sosial juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberikan edukasi sosial
kepada masyarakat. Informasi tentang pencegahan kejahatan, keselamatan lalu lintas, dan
saran untuk menjaga diri dan harta benda seseorang tetap aman sering disampaikan melalui
konten pendidikan yang diposting oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Hal ini bertujuan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi risiko dan memberi mereka
pengetahuan yang berguna untuk melindungi diri dan lingkungannya. Menurut
Dwisulistyawan, divisi humas agar informasi ini dapat merangkum semua kegiatan mulai dari
Kapolri, ya pimpinan kepolisian hingga kegiatan di satker mabes kepolisian sampai ke
levelnya, jadi ini memang strategi, yaitu karena situasi saat ini menuntut kita juga mengikuti
perkembangan zaman sehingga ya strategi ini sangat strategis dan untuk membuat akun, baik
instagram, website, facebook, maka Tik tok nah semua akun yang kita miliki kita buat jadi ini
selain memberikan informasi kita juga menerima informasi dari masyarakat lebih cepat ya
karena banyak orang yang tergabung dalam media sosial sehingga kita juga sering
mendapatkan informasi dari masyarakat.

Polda Sumatera Barat telah memanfaatkan berbagai platform media sosial sebagai
sarana untuk menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat. Salah satu platformyang
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paling sering digunakan adalah Facebook, di mana mereka memposting informasi terkait
kegiatan operasional, program pencegahan kejahatan, dan layanan polisi lainnya. Twitter juga
merupakan platform penting bagi mereka, di mana mereka dapat memberikan informasi
cepat dan ringkas tentang perkembangan terbaru, serta mendidik masyarakat tentang
langkah-langkah keamanan. Instagram juga digunakan untuk berbagi foto yang
mendokumentasikan kegiatan, video pendek, dan cerita menarik terkait keterlibatan polisi
dalam berbagai kegiatan sosial.(Rauf et al., 2020.)

YouTube adalah platform lain yang digunakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat,
di mana mereka mempublikasikan video liputan kegiatan, rekaman pelatihan, dan materi
pendidikan yang berkaitan dengan hukum dan keamanan. LinkedIn juga digunakan sebagai
platform untuk berbagi informasi profesional, seperti rekrutmen, profil petugas polisi, dan
program kerja sama dengan institusi atau perusahaan lain. Selain itu, aplikasi pesan instan
seperti WhatsApp juga digunakan untuk memberikan layanan komunikasi yang lebih
langsung kepada masyarakat, seperti keluhan atau pertanyaan pribadi.(Randan & Randan,
2022) Menurut Sahman, kami melakukan pelatihan cara membuat dan mengedit video,
membuat narasi, lalu cara menyebarkan informasi melalui media sosial. Ada pelatihan
terpusat yang dilakukan oleh biro SDM kemudian menunjuk narasumber dari humas. Untuk
tahun ini sekali dan tahun lalu kami telah melakukannya sekali. Jadi kami memberikan
pelatihan kepada semua jajaran.

Tidak hanya itu, Polda Sumatera Barat juga memanfaatkan platform media sosial
berbasis video pendek seperti TikTok dan Snapchat untuk membuat konten yang lebih kreatif
dan menghibur, terutama untuk menjangkau remaja dan milenial.(Nofrima, et.al, 2020)
Menurut Novita Sarli, Biro SDM memposting sehingga semua yang ada di Instagram, Twitter,
Facebook di Situs Web diposting. Semua platform ini adalah bagian dari strategi komunikasi
holistik, yang memungkinkan polisi untuk terhubung secara lebih langsung dan efektif dengan
masyarakat melalui media sosial. Dengan memanfaatkan platform ini, Polda Sumatera Barat
dapat menjangkau lebih banyak orang dan menyampaikan pesan-pesan penting dengan cara
yang menarik dan mudah dicerna.
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Polda Sumatera Barat telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengelola
informasi publik melalui media sosial dengan strategi engagement yang efektif. Dengan
menanggapi pertanyaan dan umpan balik masyarakat dengan cepat, menyelenggarakan sesi
tanya jawab terbuka, dan menyediakan konten pendidikan, kepolisian memperkuat hubungan
dengan masyarakat sambil meningkatkan pemahaman tentang peran dan fungsi
mereka.(Barnett & Jung, 2020)

Melalui kegiatan masyarakat dan kampanye kesadaran, polisi juga membangun
hubungan sosial yang erat dengan masyarakat, menciptakan lingkungan di mana partisipasi
publik dalam upaya keamanan menjadi lebih layak.(Aprilia et al., 2020) Secara keseluruhan,
interaksi melalui media sosial bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang
membangun hubungan yang positif dan saling percaya antara polisi dan masyarakat.(Idroos
et al., n.d.) Strategi komunikasi organisasi Polda Sumatera Barat dalam mengelola informasi
publik melalui media sosial telah membuka jalan bagi dialog yang lebih terbuka, transparan,
dan berkelanjutan antara polisi dan masyarakat.(Wandi &; Reflianto, 2018) Dengan terus
memperkuat interaksi ini, kepolisian dapat lebih efektif dalam membangun kepercayaan
publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman
dan damai bagi seluruh warga negara.

Efektivitas strategi komunikasi

Tingkat penjangkauan informasi publik melalui media sosial merupakan salah satu
aspek terpenting dari strategi komunikasi sebuah organisasi, khususnya bagi Kepolisian
Daerah Sumatera Barat. Jangkauan ini mengukur seberapa luas pesan atau konten yang
disebarluaskan oleh polisi dapat menjangkau audiensnya. Semakin besar jangkauan informasi,
semakin banyak orang yang dapat dijangkau dan terhubung dengan informasi yang
disampaikan oleh polisi. Hal ini krusial karena tujuan utama komunikasi publik adalah
menyampaikan pesan-pesan penting kepada publik secara luas dan efektif.(Jurnal S, 2024)

Peningkatan jangkauan informasi dapat dicapai melalui berbagai strategi dan teknik.
(Nct, 2020)Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik search engine optimization
(SEO) untuk memastikan bahwa konten yang diposting oleh polisi mudah ditemukan oleh
pengguna internet ketika mereka mencari informasi terkait. Selain itu, kepolisian juga dapat
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memanfaatkan metode promosi berbayar di platform media sosial untuk meningkatkan
visibilitas konten mereka ke khalayak yang lebih luas. Kolaborasi dengan influencer atau
komunitas yang relevan juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk menjangkau audiens
yang lebih besar.(Nazarova, 2020) Dengan memperluas jangkauan informasi, kepolisian dapat
memastikan bahwa pesan penting tentang keamanan, penegakan hukum, dan layanan publik
lainnya menjangkau sebanyak mungkin orang. Hal ini penting untuk membangun kesadaran
dan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat tentang peran dan tugas polisi dalam
menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah mereka.(Jordan et al., 2021) Menurut Alganik,
semua media sosial di HR khususnya dan dalpers sumbar dijadikan kelompok yang menjadi
ketua pesi kabag sebagai tim media sosial. Nantinya, ketua panitia akan mengirimkannya
kepada ketua HR sebagai penanggung jawab setiap konten di HR sebelum diposting, kami
laporkan terlebih dahulu apakah pantas untuk diposting atau tidak atau setelah diposting,
semua link akan dikumpulkan dan dilaporkan ke grup yang dipantau oleh ketua panitia dan
kemudian diteruskan ke biro SDM.

Menganalisis data tentang tingkat jangkauan informasi publik juga penting untuk
mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi. Dengan memantau seberapa jauh pesan
menyebar dan berapa banyak orang yang terlibat, kepolisian dapat menilai seberapa efektif
upaya komunikasi mereka dan mengidentifikasi area di mana mereka perlu melakukan
perbaikan atau penyesuaian.(Algahtani et al,, 2021) Ini memungkinkan mereka untuk
membuat keputusan yang lebih baik dalam merancang dan melaksanakan strategi komunikasi
masa depan.

Tingkat keterlibatan masyarakat merupakan indikator penting dalam mengevaluasi
efektivitas komunikasi organisasi, khususnya bagi Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam
mengelola informasi publik melalui media sosial. Keterlibatan mencakup berbagai interaksi
yang dilakukan oleh komunitas terhadap konten yang disebarluaskan, seperti suka, berbagi,
komentar, dan reaksi lainnya. Semakin tinggi tingkat engagement, semakin besar dampak dan
efektivitas pesan yang disampaikan.(Saputra et al., 2024.) Dalam mengukur tingkat
engagement, polisi dapat memperhatikan berbagai faktor, termasuk jumlah like, komentar,
dan share pada setiap postingan yang dipublikasikan. Analisis sentimen juga dapat dilakukan



untuk memahami bagaimana orang menanggapi konten, apakah itu positif, netral atau
negatif. (Kushendar et al., 2021) Menurut Gupuh Setiyono, program prioritas kepolisian
merupakan 16 prioritas Kapolri yang telah disebutkan sebelumnya, salah satunya tentang
penataan kelembagaan, kedua untuk perubahan sistem dan metode organisasi, menjadikan
SDM unggul di era kepolisian 4.0, keempat adalah perubahan teknologi kepolisian.Hal ini
memungkinkan kepolisian untuk mengetahui sejauh mana konten mereka telah berhasil
menarik perhatian dan minat publik.

Tingkat engagement yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa konten yang disajikan
relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini juga mencerminkan tingkat keterlibatan dan
partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai inisiatif atau program yang dicanangkan oleh
polisi. Dengan demikian, tingkat keterlibatan dapat menjadi indikator keberhasilan dalam
membangun hubungan yang kuat antara polisi dan masyarakatnya. Tingkat engagement yang
tinggi juga dapat menciptakan efek domino, di mana konten yang mendapat respon positif
cenderung lebih luas melalui berbagai interaksi dan share. Ini secara efektif meningkatkan
visibilitas dan dampak pesan yang disampaikan oleh kepolisian, memungkinkan mereka
menjangkau khalayak yang lebih luas dan memperkuat keterlibatan masyarakat.(Tarigan et
al., 2024.)

Penting bagi pasukan polisi untuk terus memantau dan menganalisis tingkat
keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari evaluasi rutin strategi komunikasi mereka.
Dengan memahami bagaimana publik menanggapi konten mereka, kepolisian dapat
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pendekatan komunikasi mereka dan melakukan
perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi
organisasi mereka melalui media sosial.

Persepsi publik terhadap Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumatera Barat)
melalui media sosial merupakan indikator vital dalam menilai efektivitas komunikasi
organisasi. Persepsi ini mencakup pandangan, pendapat, dan penilaian publik terhadap
berbagai kegiatan, kebijakan, dan kinerja kepolisian yang disajikan melalui platform media
sosial. Melalui media sosial, masyarakat memiliki akses langsung untuk mengekspresikan
pandangannya tentang berbagai isu dan perisiwa yang melibatkan kepolisian. Ini
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memberikan kesempatan bagi polisi untuk memahami bagaimana mereka dipandang oleh
masyarakat secara keseluruhan, serta untuk mengetahui isu-isu yang dianggap penting oleh
publik.

Persepsi publik terhadap polisi dapat tercermin dalam tanggapan yang diberikan
terhadap konten yang diposting oleh akun polisi resmi di media sosial. Tanggapan positif,
seperti komentar yang mendukung atau reaksi yang menguntungkan, dapat menunjukkan
bahwa publik memiliki pandangan positif terhadap kinerja dan inisiatif polisi.(Mtange, 2022)
Sebaliknya, tanggapan negatif, seperti komentar kritis atau reaksi yang tidak menguntungkan,
dapat mengindikasikan ketidakpuasan atau ketidakpercayaan publik terhadap polisi.(Bris et
al., 2021) Analisis sentimen juga merupakan alat penting untuk lebih memahami bagaimana
publik menanggapi konten yang disampaikan oleh polisi.

Sentimen positif mencerminkan dukungan dan kepercayaan, sedangkan sentimen
negatif menunjukkan ketidakpuasan atau ketidakpercayaan. Informasi ini dapat memberikan
masukan berharga bagi kepolisian untuk meningkatkan kinerja mereka dan memperkuat
hubungan masyarakat.(Jordan et al., 2021) Persepsi masyarakat terhadap polisi juga dapat
mempengaruhi tingkat kepercayaan dan keterlibatan dalam berbagai program atau inisiatif
yang dicanangkan oleh polisi Dengan memperhatikan dan menanggapi umpan balik
masyarakat secara positif, polisi dapat memperkuat hubungan mereka dengan masyarakat
dan meningkatkan citra mereka di mata publik.(Oktaviane et al., 2023.)

Peluang dan tantangan dalam mengelola informasi publik melalui media sosial

Kesempatan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui media sosial
merupakan aspek penting dalam konteks komunikasi organisasi Regional Sumatera Barat.
Dengan media sosial, polisi memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat transparansi
dalam tindakan dan keputusan mereka kepada publik.(Yusmanizar et al., 2023.) Mereka dapat
langsung berbagi informasi tentang kegiatan operasional, kebijakan, serta hasil dari berbagai
tindakan penegakan hukum yang diambil. Media sosial memungkinkan polisi untuk secara
proaktif menanggapi pertanyaan, kekhawatiran, atau umpan balik yang diajukan oleh publik.
Dengan memberikan jawaban dan penjelasan yang jelas melalui platform media sosial, polisi
dapat membuka saluran komunikasi yang lebih terbuka dan transparan dengan publik.(Rauf



et al., 2020.) Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap
tindakan dan kebijakan kepolisian. Media sosial juga dapat digunakan sebagai alat untuk
mempublikasikan laporan kinerja dan hasil evaluasi yang membahas pencapaian dan
tantangan yang dihadapi oleh polisi.

Kepolisian dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap akuntabilitas publik dan
membangun kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Untuk memanfaatkan peluang
ini secara efektif, diperlukan juga langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa
informasi yang disampaikan melalui media sosial akurat, transparan, dan dapat
dipercaya.(Sani SSos et al., 2022) Kepolisian harus memastikan bahwa staf yang bertanggung
jawab atas manajemen media sosial terlatih dengan baik dan memiliki pemahaman mendalam
tentang prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan etika digital.(Rahmi et al., 2020.) Selain
itu, mekanisme umpan balik masyarakat juga harus dibentuk untuk memastikan bahwa
kekhawatiran atau pertanyaan yang diajukan dapat dijawab secara tepat waktu dan memadai.
Dengan demikian, polisi dapat menggunakan media sosial sebagai alat untuk memperkuat
transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.(Jurakulovna et al., 2022)

Tantangan penanganan misinformasi dan disinformasi melalui media sosial menjadi
fokus penting bagi Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menjalankan komunikasi
organisasinya. Media sosial menyediakan platform yang mudah untuk penyebaran informasi
yang tidak akurat, bias, atau bahkan menyesatkan. Tantangan utama bagi polisi adalah
bagaimana mereka dapat secara efektif memerangi dan mengurangi dampak negatif dari
misinformasi dan disinformasi ini.(Zheng, 2023) Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan
polisi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari
penyebaran informasi yang salah atau tidak akurat. Melalui kampanye konseling dan edukasi,
polisi dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai informasi yang mereka
terima di media sosial. Ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas tentang
cara mengidentifikasi berita palsu atau informasi yang tidak akurat, serta konsekuensi hukum
dari penyebaran informasi yang menyesatkan.(Nofrima, et.al 2020)

Polisi perlu mengembangkan kemampuan untuk memantau dan merespons dengan
cepat informasi menyesatkan yang muncul di media sosial. Ini dapat melibatkan pembentukan



tim atau unit khusus yang bertugas mengawasi konten yang diposting secara online dan
merespons dengan cepat jika informasi berbahaya atau palsu terdeteksi. Penting untuk dicatat
bahwa respons yang cepat dan tepat waktu dapat membantu mengurangi dampak negatif dari
misinformasi dan disinformasi.(Mursyida et al., 2022.) Kerja sama antara kepolisian, platform
media sosial, dan pihak lain seperti LSM atau lembaga pemerintah juga penting dalam
menangani masalah misinformasi dan disinformasi.(Machmud et al., 2021.) Dengan bekerja
sama, mereka dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mendeteksi, melacak,
dan menanggapi konten berbahaya yang muncul di media sosial. Ini juga termasuk berbagi
informasi dan koordinasi tindakan untuk melawan ancaman yang muncul. Tantangan terus
muncul dalam menanggulangi misinformasi dan disinformasi, tetapi dengan pendekatan
holistik dan kolaboratif, serta peningkatan kesadaran masyarakat, Kepolisian Sumatera Barat
dapat memainkan peran penting dalam menangani masalah ini secara efektif.

Membangun kepercayaan masyarakat melalui media sosial merupakan tantangan
utama yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumatera Barat). Kepercayaan
masyarakat adalah dasar dari hubungan yang sehat antara polisi dan publik, dan media sosial
menyediakan platform yang kompleks untuk membangun dan memelihara kepercayaan
ini.(Hadiningrat,et.al, 2022) Salah satu tantangan dalam membangun kepercayaan adalah
ketidakpastian yang sering dikaitkan dengan informasi yang disebarluaskan melalui media
sosial. Dalam lingkungan di mana informasi dapat dengan cepat menyebar tanpa verifikasi
yang memadai, publik sering meragukan kebenaran dan keandalan informasi yang mereka
terima.(Lestari et al., 2019.) Oleh karena itu, penting bagi polisi untuk berkomunikasi secara
transparan dan memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan kepada publik.

Persepsi negatif terhadap institusi kepolisian atau pengalaman buruk sebelumnya
dengan aparat kepolisian juga dapat menjadi kendala dalam membangun kepercayaan publik
melalui media sosial.(Brajawidagda, 2016) Untuk mengatasi hal ini, kepolisian perlu
melakukan upaya konkret untuk meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan
keterbukaan mereka kepada publik.(Tarigan et al., 2024) Ini dapat melibatkan penerapan
kebijakan progresif, menegakkan standar etika yang tinggi, dan berpartisipasi dalam dialog
terbuka dengan masyarakat.
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Tantangan lain dalam membangun kepercayaan adalah bersaing dengan narasi atau
opini yang berlawanan yang mungkin muncul di media sosial. Masyarakat sering dihadapkan
pada berbagai sudut pandang dan pendapat, yang dapat mempengaruhi persepsi mereka
tentang polisi. Oleh karena itu, penting bagi pasukan polisi untuk berkomunikasi secara
konsisten, jelas dan terbuka untuk memastikan bahwa pesan mereka tidak terdistorsi atau
dikaburkan oleh narasi yang saling bertentangan.(Imadudin et al., 2024)

Kepolisian juga perlu membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan
masyarakat di media sosial. Ini termasuk secara aktif terlibat dalam dialog dengan publik,
menanggapi dengan cepat pertanyaan atau masalah, dan mengambil tindakan konstruktif
untuk memecahkan masalah yang mungkin timbul. (Carley et al., 2016.)Dengan demikian,
polisi dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat dan secara bertahap membangun
kepercayaan yang kuat. Meskipun tantangan dalam membangun kepercayaan publik melalui
media sosial sangat banyak, Polda Sumatera Barat dapat mengatasinya dengan pendekatan
yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan
keterlibatan, kepolisian dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat dan membangun
fondasi yang kuat untuk kepercayaan yang berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam mengelola informasi
publik melalui media sosial

Kualitas konten informasi publik yang disebarluaskan melalui media sosial merupakan
faktor krusial dalam menarik perhatian dan membangun kepercayaan publik terhadap Polda
Sumatera Barat. Konten yang informatif, relevan dan berkualitas dapat meningkatkan daya
tarik dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disajikan.(Aunul, et.al, 2023) Oleh
karena itu, polisi harus memastikan bahwa konten yang dipublikasikan melalui media sosial
memiliki akurasi, kejelasan, dan kedalaman yang memadai.(Chatfield et al., 2013.) Kreativitas
dalam penyampaian konten juga menjadi faktor penting dalam menarik minat publik.
Penggunaan gambar, video, infografis dan konten multimedia lainnya dapat memperkaya
pengalaman pengguna dan membuat informasi lebih mudah dipahami dan diingat. Dengan
demikian, polisi dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kunci dan
mengkomunikasikan informasi yang kompleks kepada publik.(Jannah et al., 2020.)



Kemampuan Polda Sumatera Barat dalam menggunakan media sosial menjadi faktor
penentu keberhasilan komunikasi organisasi mereka dalam mengelola informasi publik.
Keterampilan dalam mengelola akun media sosial, menghasilkan konten yang relevan, dan
berinteraksi dengan publik secara efektif sangat penting. Kepolisian harus memiliki
kemampuan teknis yang memadai untuk mengoperasikan platform media sosial dan
memanfaatkan fitur-fiturnya secara optimal. Selain kemampuan teknis, pemahaman tentang
tren dan dinamika media sosial juga merupakan kunci.

Polisi perlu memahami bagaimana algoritma platform media sosial tertentu bekerja,
topik yang sedang tren, dan perilaku serta preferensi pengguna media sosial. Dengan
pemahaman ini, mereka dapat merancang strategi komunikasi yang tepat dan efektif untuk
mencapai tujuannya. (Asia, 2008)Kemampuan untuk mengelola krisis dan menangani situasi
mendesak juga diperlukan. Aparat kepolisian harus siap menghadapi berbagai tantangan yang
mungkin timbul di media sosial, seperti krisis reputasi, penyebaran informasi palsu, atau kritik
tajam dari masyarakat. (Rahayu et al., 2020)Mereka perlu memiliki rencana kontinjensi yang
terperinci dan tim terlatih untuk merespons dengan cepat dan tepat dalam situasi seperti itu.
Kolaborasi antar-unit dalam kepolisian juga penting. Dalam mengelola informasi publik
melalui media sosial, berbagai unit di kepolisian dapat terlibat dalam menghasilkan konten,
memantau tanggapan masyarakat, dan menjalankan strategi komunikasi. Oleh karena itu,
koordinasi dan kerja sama antar unit diperlukan untuk memastikan konsistensi dan
keselarasan dalam pesan yang disampaikan kepada publik.

Kemampuan beradaptasi dan inovasi juga merupakan aspek penting. Media sosial terus
berkembang dan berubah, sehingga polisi perlu terus mengikuti perkembangan tersebut dan
beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Mereka juga perlu berinovasi dalam menyajikan
konten dan strategi komunikasi agar tetap relevan dan efektif dalam menjangkau publik
melalui media sosial.(Rahayu et al., 2020a)

Karakteristik masyarakat pengguna media sosial merupakan faktor penting yang
mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda
Sumatera Barat) dalam mengelola informasi publik.(Adhikarya, 2008) Berbagai faktor seperti
demografi, preferensi konten, dan perilaku online mempengaruhi cara orang berinteraksi
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dengan konten yang disajikan oleh polisi melalui media sosial.(Pada & 2024, n.d.) Salah satu
karakteristik yang mempengaruhi adalah demografi pengguna media sosial. Usia, jenis
kelamin, pendidikan, dan lokasi geografis pengguna dapat memengaruhi minat dan preferensi
mereka terhadap konten yang disajikan. Pasukan polisi perlu memahami demografi audiens
mereka untuk mengkurasi konten yang relevan dan menarik bagi beragam kelompok
orang.(Yulinasril et al., 2019)

Preferensi konten juga merupakan faktor penting. Setiap individu memiliki minat dan
preferensi yang berbeda dalam konten yang mereka konsumsi di media sosial. Beberapa
mungkin lebih tertarik pada konten informatif seperti informasi keamanan dan penegakan
hukum, sementara yang lain mungkin lebih suka konten hiburan atau inspirasional. Polisi
perlu memahami preferensi ini untuk membuat konten yang menarik dan relevan dengan
masyarakat.(Idroos et al., 2023.) Perilaku online juga merupakan karakteristik penting untuk
dipertimbangkan. Beberapa pengguna media sosial mungkin lebih aktif dalam berpartisipasi
dalam diskusi atau menyebarkan informasi, sementara yang lain lebih pasif dalam
mengonsumsi konten tanpa berinteraksi secara langsung. Polisi perlu memahami perilaku
online ini untuk merancang strategi komunikasi yang tepat dan efektif dalam berinteraksi
dengan publik.

Tingkat literasi digital dan kepercayaan terhadap informasi juga memengaruhi cara
orang menanggapi konten yang disajikan oleh polisi.(Saputra et al., 2024.) Publik yang lebih
terampil secara digital mungkin lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima dan lebih
mampu memilah apa yang akurat dari apa yang tidak. Oleh karena itu, polisi perlu
memperhatikan tingkat literasi digital dan membangun kepercayaan dengan menyediakan
konten yang akurat dan bermanfaat. Dengan memperhatikan karakteristik komunitas
pengguna media sosial ini, Kepolisian Daerah Sumatera Barat dapat mengembangkan strategi
komunikasi yang lebih efektif dan menjangkau audiens sasarannya dengan lebih baik melalui
platform media social
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SIMPULAN

Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana
utama untuk mengelola informasi publik. Melalui berbagai platform seperti Facebook, Twitter,
dan Instagram, mereka menyebarkan berbagai jenis informasi kepada publik, mulai dari
pengumuman acara hingga saran keselamatan. Interaksi aktif terjadi antara polisi dan
masyarakat melalui media sosial, di mana mereka secara langsung menanggapi pertanyaan,
komentar, dan umpan balik dari publik. Ini membantu menciptakan saluran komunikasi dua
arah yang efektif, memungkinkan polisi untuk mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran
masyarakat secara langsung. Efektivitas strategi komunikasi mereka terlihat dari jangkauan
informasi publik yang luas, tingkat keterlibatan yang tinggi dari masyarakat, dan persepsi
positif terhadap kinerja polisi. Namun, ada tantangan yang harus diatasi, seperti penyebaran
informasi yang salah dan disinformasi di media sosial. Selain itu, membangun kepercayaan
publik juga penting, mengingat pentingnya dukungan dan kerja sama publik dalam menjaga
keamanan dan ketertiban.

Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi, Kepolisian Daerah Sumatera
Barat perlu memperhatikan kualitas konten informasi publik yang disebarluaskan,
memastikan informasi yang disampaikan akurat, relevan, dan mudah dipahami oleh publik.
Mereka juga perlu terus meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan media
sosial, memanfaatkan fitur-fitur baru dan belajar tentang tren terbaru di media sosial.
Selanjutnya, upaya penanganan misinformasi dan disinformasi perlu diperkuat dengan
memberikan informasi yang jelas dan faktual kepada publik. Dengan melaksanakan
rekomendasi tersebut, Polda Sumatera Barat dapat mempererat hubungan dengan
masyarakat melalui media sosial, meningkatkan transparansi, dan membangun kepercayaan
yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.
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